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Kata Pengantar

Perkembangan teknologi informasi yang disertai dengan semakin
meningkatnya internet dan penggunaannya telah membawa ekonomi
Indonesia memasuki era baru yakni ekonomi digital. Hadirnya buku
dengan judul “Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era
Digital” ini sangat tepat di tengah semakin pesatnya kemajuan teknologi.
Saya menilai buku ini menarik mengingat revolusi industri 4.0 sudah
tidak bisa ditunda lagi. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia
yang kreatif dan inovatif agar dapat bersaing dalam menghadapi

persaingan di pasar global.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari
Indonesia yang memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi digital
yang menumbuhkan industri kreatif. Di samping itu, buku ini juga
melihat kesiapan dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM
dalam memasuki era digital, sampai dengan potensi yang dimiliki pelaku
UMKM, khususnya dalam aspek peningkatan akses pemasaran. Selain
itu juga dibahas bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan
literasi keuangan, khususnya dengan hadirnya industri jasa keuangan
digital (fintech). Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku
masyarakat dalam bertransaksi, di mana penggunaan instrumen
pembayaran non-tunai yang meningkat seiring dengan maraknya
penggunaan e-money sebagai alat pembayaran. Pada setiap tulisan,
diuraikan secara jelas bagaimana teknologi informasi telah berperan
membawa perubahan yang sangat signifikan bagi ekonomi Indonesia.
Namun demikian peran dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
menjadi sangat penting dalam keberhasilan perubahan tersebut.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para
peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya tulis
ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman



v I\

khususnya dalam perkembangan ekonomi digital. Saya juga
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia
Mulya Firdausy yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam
merancang tema, outline KT1, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga
buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji
dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya kemajuan ekonomi

Indonesia berbasis teknologi digital. Amin.

Jakarta, September 2018

Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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Prolog

Industri Kreatif, Instrumen Keuangan
dan UMKM dalam Era Ekonomi Digital

Carunia Mulya Firdausy
Profesor Riset LIPI dan Gurn Besar Efonomi
Universitas Tarumanegara

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan
dengan kondisi perekonomian 10 tahun lalu. Salah satu pembeda
struktur dan konstruksi perekonomian Indonesia dibandingkan 10
tahun lalu yakni pesatnya perkembangan ekonomi digital dan revolusi
industri 4.0. Menurut Devezas, et. al. (2017) implikasi dari
perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 sebagai beriku:

“Not only the patterns of consumption and production changed, but it
also changes the future work and employment situation. This suggests that
conventional economic activities that are previously done by using
unskilled laborers and/or by automation technology might be largely replaced
by high skill and competencies laborers who are able to utilize information
and communication technology advancement brought by the Industry 4.0

Pengertian ekonomi digital dapat diartikan secara sederhana sebagai
proses jual beli atau transaksi dan pasar yang terjadi di dunia maya atau
internet. Ekonomi digital juga merupakan suatu sistem ekonomi yang
kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan
aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan
administrasi atau dengan kata lain sebagai: “the virtual arena in which

business actually is conducted, value is created and exchanged,



transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any

internet initiative as medium of exchange”.

Akibat perkembangan baru di bidang digitalisasi tersebut, sikap
dan gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih peka dan kritis
terhadap setiap perubahan, yang kemudian menciptakan bentuk
interkonektivitas baru antarpelaku ekonomi yang menjadi semakin
kreatif, aktif dan produktif. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka
muncul kesadaran terutama di negara-negara maju untuk tidak hanya
mengandalkan kekuatan industri semata, melainkan perlu membangun
dan mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.
Salah satu bentuk kesadaran ini yakni berkembangnya ekonomi baru
atau yang populer disebut sebagai ekonomi atau industri kreatif. Industri
ini dapat diartikan sebagai industri yang mengutamakan bakat,

kreativitas, informasi, dan pengetahuan dalam aktivitas operasionalnya.

Selain perkembangan industri atau ekonomi kreatif, perkembangan
teknologi digitalisasi juga telah mengubah sistem pembayaran dari
sistem pembayaran tunai ke nontunai menggunakan electronic money
atau uang elektronik. Menurut Bank for International Settlements,
e-money didefinisikan sebagai stored-value atau prepaid produk di
mana catatan dana atau value yang tersedia untuk konsumen disimpan

pada perangkat elektronik yang dimiliki.

Hasil survei JakPat dalam Startup Report 2017 Daily Social.ld
menyatakan bahwa Go-Pay merupakan uang elektronik yang
terpopuler serta paling banyak diminati publik. Sebanyak 50 persen
responden yang di survei memiliki uang elektronik yang dikeluarkan
oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online Go-Jek. Sementara

e-money dari Bank Mandiri dan TCASH milik Telkomsel berada di
urutan kedua dan ketiga.

Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia yang memiliki tugas
menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran telah

mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui e-money yang

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014. Dengan



adanya alat pembayaran nontunai seperti e-money ini diharapkan
mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat yang sekaligus
berdampak pada meningkatnya perekonomian negara. Hal ini karena
e-money sendiri memberi kemudahan dan keamanan bagi masyarakat
sebagai pengguna e-money. Kemudahan dan keamanan yang diberikan
salah satunya adalah masyarakat tidak perlu membawa uang tunai secara

langsung dalam jumlah yang banyak untuk bertransaksi.

Selain perkembangan dalam alat pembayaran nontunai melalui
e-money, berbagai perusahaan dan/atau industri juga melakukan
transformasi dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
keuangan atau yang lebih dikenal fintech (financial technology).
Keberadaan fintech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih
mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi

dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Fintech ini pertama kali muncul pada tahun 2004 yang diprakarsai
oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa
peminjaman uang. Kemudian muncul model keuangan baru melalui
perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada
tahun 2008. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan
fintech sebenarnya tidak lepas dari aplikasi konsep peer-to-peer (P2P)
yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music sharing

melalui penerapan jaringan komputer.

Walaupun pada awalnya konsep finansial P2P ini diperuntukkan
bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk
membiayai bisnisnya, namun dalam perkembangannya memiliki partisipan
yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan
uangnya kepada start-up baru. Perusahaan fintech dapat menyasar
segmen perusahaan (business to business/B2B) maupun ritel (Business
to Customer/B2C). Di Indonesia, Fintech memiliki banyak jenis, antara
lain startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan
(personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding),

remitansi, dan riset keuangan, untuk menyebut beberapa jenis saja.



Fintech sendiri saat ini sudah mampu menyediakan berbagai aplikasi
dan layanan jasa yang diperlukan masyarakat, khususnya jasa di bidang
keuangan, mulai dari penyediaan sistem pembayaran dan transfer uang
(mobile wallet), platform layanan manajemen investasi (se/l-buy and
advisory), hingga peer-to-peer lending or equity, yang keseluruhannya
ditandai oleh satu ciri khas yang sama yakni penyediaan dan pemanfaatan
solusi teknologi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi sistem

finansial.

Fintech ini memiliki potensi besar dalam mempercepat
pembangunan ekonomi inklusif khususnya terkait inklusi keuangan.
Dengan fintech, layanan jasa keuangan yang ditawarkan tidak saja dapat
mencapai lokasi dan masyarakat terbatas, tetapi mampu merambah
masyarakat terpencil dan unbanked people. Fintech juga memiliki
keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi dan akuntabilitas. Melalui
efisiensi sistem yang dimiliki, perusahaan fintech mampu menawarkan
akses keuangan dengan biaya operasional yang lebih kompetitif. Di
samping itu, dukungan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi seperti mobile phone yang semakin maju, membuat potensi
fintech dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat

luas menjadi sangat besar.

Mempertimbangkan perkembangan digitalisasi keuangan di atas,
literasi keuangan (financial literacy) menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Apalagi literasi keuangan telah memainkan peran yang semakin
menonjol dalam reformasi keuangan baik di negara maju maupun
negara berkembang, dan digambarkan dalam lingkaran kebijakan
global sebagai obat mujarab untuk berbagai krisis keuangan terkini.
Peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global dan bahkan
mampu memberdayakan konsumen sehingga diyakini akan
mendukung upaya stabilitas sistem keuangan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif. 7The
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), menyebutkan bahwa
inklusi keuangan merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin



seluruh rumah tangga dan kalangan bisnis untuk memiliki akses secara
efektif ke jasa keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat luas.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah
menekankan pentingnya literasi keuangan dengan menerbitkan
peraturan Nomor 76/POJK.07/2016. Bahkan dalam peraturan ini,
peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan didukung dengan
upaya pemberdayaan terhadap konsumen melalui: (1) ketersediaan
akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa
keuangan; (2) ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan
yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau
masyarakat. Ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan
dimaksud dapat diperoleh melalui penciptaan skema atau
pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga pada
akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama
masyarakat menengah ke bawah; dan (3) perlindungan konsumen yang
secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas

keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital tersebut tentu
harus pula diarahkan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM). Hal ini karena proporsi UMKM tercatat 99,9% atau
sebanyak 62,92 juta unit usaha dari total unit usaha di Indonesia.
Sayangnya, kemampuan UMKM dalam berkontribusi terhadap PDB
hanya sebesar 61% dan sebagian besar pengusaha, khususnya yang
bergerak di sektor usaha mikro masih berada di bawah garis kemiskinan.
Dari jumlah tersebut, lebih dari sepertiga UMKM di Indonesia (36%)
masih offline, sepertiga lainnya (37%) hanya memiliki kemampuan
online yang sangat mendasar seperti komputer atau akses broadband.
Hanya sebagian kecil (18%) yang memiliki kemampuan online
menengah (menggunakan web atau medsos) dan kurang dari
sepersepuluh (9%) adalah bisnis online lanjutan dengan

kemampuan e-commerce. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan



dari pemerintah mutlak diperlukan agar kontribusi UMKM menjadi
lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
kerja, dan peningkatan daya saing.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
sesungguhnya perkembangan internet yang pesat ini merupakan
peluang untuk mengatasi salah satu permasalahan pokok yang sering
dihadapi oleh UMKM vyakni persoalan pemasaran. Berdasarkan hasil
penelitian Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
menyebutkan bahwa masalah pemasaran merupakan masalah utama
yang dihadapi oleh pelaku UMKM setelah permasalahan pendanaan.
Selain kedua permasalahan tersebut, permasalahan lain yakni
permasalahan bahan baku, kualitas tenaga kerja, dan distribusi

transportasi.

Dalam permasalahan pemasaran, meskipun pemerintah telah
berupaya memberikan dukungan akses pemasaran bagi UMKM,
namun masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Salah satu contohnya adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dengan gerai di gedung SMESCO Jakarta yang telah
memberikan layanan kepada mitra sebanyak 1.607 KUKM dan
memiliki beberapa kegiatan pameran baik dalam dan luar negeri untuk
membuka akses pasar produk unggulan. Namun, layanan ini hanya
dirasakan oleh sebagian kecil pelaku UMKM saja. Selain itu, jumlah
kunjungan pembeli di gerai tersebut tidak banyak dan masih
mengandalkan kunjungan dari karyawan setempat di hari kerja dan/

atau di saat weekend dan/atau mengandalkan kunjungan tamu pesta
pernikahan di gedung SMESCO tersebut.

Buku ini ditujukan untuk mengungkapkan dan mendiskusikan
seluruh persoalan di atas dan bagaimana kebijakan dan strategi yang
perlu dirumuskan untuk menjawab perkembangan kemajuan ekonomi
digital. Sumber data dan informasi untuk mendukung pembahasan
dan analisis di masing-masing bab dikumpulkan dari sumber sekunder



berasal dari web-search, peraturan perundang-undangan, artikel
maupun jurnal terkait serta publikasi yang diterbitkan oleh lembaga
pemerintah dan non-pemerintah terkait lainnya. Secara dertail
sistematika buku ini dijelaskan dalam bagian berikut ini.

SISTIMATIKA BUKU

Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab. Diawali dengan prolog yang
menjelaskan secara singkat latar belakang dan the stare of the art dari
setiap bab dalam buku ini. Bab I menjelaskan implikasi globalisasi
ckonomi terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Perhatian dalam
bab ini ditekankan pada potensi industri kreatif, sasaran dalam
pengembangan ekonomi kreatif, tantangan ekonomi global dan
bagaimana dampak globalisasi terhadap perkembangan ekonomi kreatif.

Bab II menguraikan dan membahas dampak kebijakan uang
eletronik (e-money) sebagai alat pembayaran. Pembahasan dalam bab
ini diawali dengan penjelasan e-money sebagai gaya hidup baru.
Kemudian diikuti dengan perkembangan e-money dan dampak serta
kegunaan e-money. Bab III mendiskusikan tentang potensi dan regulasi
fintech. Isu yang dibahas meliputi perkembangan dan potensi fintech,
regulasi fintech dan fintech sebagai ancaman bagi perbankan.

Bab IV mendiskusikan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan
literasi dan inklusi keuangan. Pembahasan meliputi pengertian, tujuan
dan ruang lingkup literasi dan inklusi keuangan, bagaimana kondisi
literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, dan kebijakan pemerintah
untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Bab V
mengungkapkan tentang strategi pengembangan usaha produktif
khususnya bagi UMKM dalam menggunakan teknologi digital. Pokok-
pokok yang dibahas dalam bab ini meliputi potensi UMKM, faktor
pendorong dan penghambat UMKM dan strategi untuk meningkatkan
pemasaran UMKM. Bab VI mengungkapkan kebijakan pengembangan
UMKM dalam era digital. Dalam bab ini diungkapkan terlebih dahulu



peranan UMKM dan perkembangan UMKM dalam mengadaptasi
digital ekonomi.

Kemudian, bab VII mendiskusikan Strategi Pemanfaatan internet
sebagai media pemasaran bagi pelaku UMKM. Dalam bab ini dibahas
detail bagaimana membuat website resmi usaha/merek dagang sebagai
identitas resmi usaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa
usahanya benar-benar nyata. Selain itu juga dijelaskan tentang
bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana penjualan bagi
pelaku UMKM dan bagaimana memanfaatkan e-commerce untuk
mendukung akses pemasaran bagi UMKM, baik yang sifatnya sebagai
iklan baris, retailer, maupun marketplace. Akhirnya, catatan-catatan
penting yang harus disikapi kini dan ke depan diberikan pada epilog.



Epilog
Strategi dan Kebijakan Ekonomi

Pengembangan Industri Kreatif, Keuangan
dan UMKM dalam Era Digital

Carunia Mulya Firdausy
Profesor Riset LIPI dan Gurn Besar Efonomi
Universitas Tarumanegara

Peluang dan Tantangan

Ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 di Indonesia tidak dapat
dihindari. Implikasi dari ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 tidak
saja telah merombak struktur ekonomi nasional, tetapi juga telah
mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Indonesia
telah menyikapi perubahan ini melalui berbagai kebijakan dan strategi
ckonomi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi sedemikian
rupa baik melalui Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 maupun
melalui kolaborasi triple helix antara pemerintah dengan pelaku industri
dan akademisi.

Benar memang strategi dan kebijakan menyikapi era digital perlu
dilakukan. Apalagi Indonesia telah terlibat dalam perdagangan bebas
dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain. Namun demikian,
pemerintah harus waspada dan realistis melihat kondisi pondasi ekonomi
internal yang sejak tahun 2012 mengalami pertumbuhan ekonomi
melambat nyaris tidak pernah mampu mencapai angka pertumbuhan
6 persen per-tahun. Ditambah lagi dengan berbagai kondisi ekonomi
yang belum optimal seperti struktur ekonomi yang masih bias pada
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Pulau Jawa dan Sumatera, ketimpangan antarprovinsi dan kabupaten/
kota, dominasi kue nasional yang lebih banyak dinikmati oleh 20 persen
kelompok terkaya, lapangan kerja yang masih didominasi sektor informal
dan UKM, masalah deindustrialisasi, defisit neraca perdagangan dan
seterusnya. Kelemahan pondasi ekonomi ini bahkan diperberat lagi
dengan ketidakpastian kondisi eksternal global baik sebagai akibat
perang dagang Amerika dengan Cina maupun akibat kebijakan
ckonomi negara mitra ekonomi Indonesia yang terus membentengi

perekonomian negaranya masing-masing.

Oleh karena itu, berbagai permasalahan dan sekaligus tantangan
tersebut di atas sebaiknya mampu disikapi dengan strategi dan kebijakan
yang kondusif dan bukan dengan cara yang justru kontraproduktif
dengan struktur dan karakteristik dualisme ekonomi nasional.
Sebaliknya, peluang yang diciptakan dalam era digital dapat
dimanfaatkan sesuai potensi yang dimiliki di satu pihak, dan dalam
upaya memperbaiki daya saing ekonomi nasional agar manfaat bagi

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat diraih.

Langkah Ke Depan

Peran ekonomi kreatif bagi percumbuhan ekonomi nasional tidak perlu
diragukan lagi. Industri kreatif ini di beberapa tempat telah berkembang
relatif pesat. Bahkan beberapa daerah telah sungguh-sungguh
menjalankan kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif
melalui beberapa kebijakan, baik pada aspek pembiayaan, pemasaran,
pengembangan kapasitas SDM, fasilitasi, dan perbaikan infrastruktur
yang berkaitan langsung dengan usaha peningkatan daya saing.

Dalam pengembangan industri kreatif ke depan, sebelum rencana
pengembangan yang disusun dalam roadmap dijalankan, perhatian
terhadap unsur-unsur yang terlibat dalam proses pengembangan
industri kreatif harus lah terlebih dahulu dipahami peranannya mulai

dari fase starting point sampai industri ini mampu memenuhi
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permintaan masyarakat. Perhatian terhadap perkembangan teknologi
digital tidak dapat ditawar-tawar lagi agar daya saing industri kreatif
ini semakin berkelanjutan.

Dalam mendorong penggunaan dan penerapan transaksi nontunai
dengan uang elektronik, Bank Indonesia perlu terus berupaya
melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan
tentang transaksi keuangan elektronik. Dengan upaya ini diharapkan
transaksi uang elektronik terus menjadi pilihan masyarakat sebagai
instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan pereckonomian

global di era digital.

Dalam upaya mengatasi kendala yang berkaitan dengan faktor sosial
dan budaya, serta faktor ketersediaan infrastruktur, maka antara
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat harus turut andil dalam
mensosialisasikan cashless society. Pemerintah perlu terus melakukan
perkembangan sistem maupun aturan sebagai payung hukum dari uang
elektronik itu sendiri. Para pelaku usaha juga harus turut serta
mengampanyekan penggunaan uang elektronik dengan menyediakan
alat maupun intrumen dari uang elektronik. Masyarakat sendiri juga
harus mulai beralih dari semula menggunakan transaksi tunai ke
transaksi nontunai khususnya uang elektronik. Harapan kita dengan
turut sertanya semua pihak dalam mensosialisasikan transaksi dengan
menggunakan uang elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika
suatu saat nanti negara Indonesia menjadi negara yang menerapkan
cashless society. Masyarakat selaku calon pengguna atau pengguna alat
pembayaran nontunai juga harus bersikap lebih bijak dalam memilih
dan menggunakan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan
serta fungsinya. Kemudahan dan keamanan yang ada pada e-money
dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi masyarakat dalam

memilih e-money sebagai suatu alat pembayaran.

Penggunaan financial technology sebagai instrumen keuangan
perlu lebih dikembangkan dan ditata kembali oleh pemerintah. Hal ini
dimaksudkan agar penggunaan Fintech, kegiatan usaha dapat menjadi
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lebih efisien dan mampu mengambil pasar yang terkendala oleh jarak
dan waktu. Dengan demikian, segmen pasar dapat menjadi lebih luas,
bukan hanya business to business namun juga business to customers.
Instrumen ini bagi Indonesia dapat menjadi solusi pemerintah bagi
pencapaian tujuan pembangunan mewujudkan keuangan inklusif.
Apalagi Indonesia kini merupakan salah satu negara terbesar sebagai

pengguna internet.

Selain itu, banyak potensi yang bisa digarap oleh Fintech Company
dan perusahaan ini dapat bersinergi dengan industri keuangan lokal
seperti BPD, BPR, koperasi dan lembaga keuangan mikro agar mampu
bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih mapan, melalui
pemanfaatan teknologi informasi yang relatif lebih murah dan efisien.
Fintech juga dapat dikembangkan untuk merangkul jutaan masyarakat
Indonesia untuk masuk ke dalam sektor jasa keuangan, melalui penyediaan
kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang
disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, seperti antara lain e-cash/
e-wallet, basic saving account, reksadana, asuransi mikro, serta
pembiayaan UKM dan Start-Up. Namun demikian, pemerintah dalam
hal ini OJK dan pelaku industri Fintech perlu melakukan edukasi
terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal agar
masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan.

Pentingnya edukasi ini karena literasi keuangan masyarakat di
Indonesia masih tergolong rendah. Edukasi ini penting untuk
mendukung berbagai upaya pemerintah menerbitkan Strategi Nasional
Literasi Keuangan (SNLKI) pada tanggal 19 November 2013, diikuti
dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)
Revisi 2017 sebagai penyesuaian dari SNLKI tahun 2013 untuk
mengakomodasi perubahan dan perkembangan literasi dan inklusi
keuangan serta mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi
keuangan masyarakat. Selain itu juga untuk mendukung Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan
Inklusif pada tanggal 1 September 2016.
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Di samping itu, partisipasi lembaga jasa keuangan dan pemangku
kepentingan lainnya, serta pemanfaatan teknologi informasi juga
diperlukan agar pencapaian indeks literasi keuangan dapat tercapai
sesuai dengan target pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2017 sebesar 35% di tahun 2019, dan
target inklusi keuangan yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2016 minimal 75% dari seluruh penduduk dewasa
15 tahun ke atas agar dapat mengakses keuangan ke layanan dan jasa

keuangan formal.

Selanjutnya, pengembangan UMKM masih menghadapi
permasalahan atau tantangan dalam menyikapi tidak saja globalisasi
ckonomi, tetapi juga hadirnya ekonomi digital. Masalah yang dihadapi
di antaranya masalah klasik terkait peningkatan kapasitas SDM, akses
dan penguasaan teknologi informasi, pembiayaan, dan pendanaan
alternatif, manajemen bisnis modern, akses pasar global dan integrasi
mata rantai regional dan global. Hal ini dapat dilihat dari kredibilitas
usaha kurang memadai, lemahnya manajemen usaha, dan kurangnya
media promosi. Namun untuk layanan perbankan khususnya e-banking
para pelaku UMKM sebagian besar sudah memanfaatkannya,
meskipun kecenderungan pemanfaatan layanan e-banking masih secara

umum untuk semua kegiatan transaksi.

Lemahnya kredibilitas usaha bukan disebabkan karena
ketidaktahuan akan pentingnya aspek ini, namun karena kurangnya
kemampuan atau skill yang dimiliki oleh para pelaku usaha itu sendiri.
UMKM kurang mampu dalam membuat pembukuan dan business
plan, di samping itu juga lemah dalam kemampuan untuk menghasilkan
media promosi, identitas usaha serta profil usaha yang relevan dengan

kebutuhan era ekonomi digital saat ini.

Menyikapi masalah tersebut, UMKM ke depan perlu menjalin
hubungan antara pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah yang
masih menghambat UMKM tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dan
khususnya Kemenkop dan UKM perlu terus menerus melakukan upaya
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mewujudkan UMKM yang berdaya saing berbasis digital. Keterlibatan
pemerintah daerah dan pihak-pihak ekternal lain seperti perbankan,
dan asosiasi/paguyuban menjadi aspek penting bagi UMKM untuk
berakselerasi dalam adaptasi memanfaatkan berbagai peluang di sistem

ckonomi digital saat ini.

Akhirnya, untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang dihadapi
UMKM, kehadiran era digital semestinya dapat dimanfaatkan oleh
pelaku UMKM. Hal ini karena dengan adanya teknologi digital, akses
pemasaran bagi pelaku UMKM menjadi murah dan lebih mampu
mencapai jangkauan konsumen yang lebih luas. Untuk merealisasikan
hal tersebut tiga langkah berikut ini dapat dilakukan. Pertama, pelaku
UMKM dapat membuat website tentang usahanya maupun produknya
melalui penyedia layanan pembuatan website yang ter-hosting.
Pembuatan website ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan
pelaku usaha apakah akan menggunakan website yang berbayar atau
yang tidak berbayar. Kedua, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan
media sosial sebagai saluran pemasarannya. Jangkauannya yang luas
dan juga platform bisnis yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai media
pemasaran secara gratis. Ketiga, pelaku UMKM dapat memanfaatkan
perkembangan e-commerce yang cukup pesat saat ini baik dalam
bentuk iklan baris, retailer, maupun market place. Ke semua saluran
pemasaran tersebut akan sangat membantu proses pemasaran karena

memiliki jangkauan yang luas dan tidak terbatas ruang dan waktu.
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